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BEBERAPA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM
PENGGUNAAN UPAYA PAKSA PENAHANAN DALAM
PROSES PIDANA

Pendahuluarn,
Penahanan merupakan salsh satu upaya paksa yang

dapat dilakukan oleh pejabat penegak hukum dalam prose
penyelesalan perkars pidana,.

Di dalam pasal 1 butir 21 KUHAP ditegaskan, bahwa
penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di
tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau ha~

kim dengan penetapannya, dslam hal serta menurut cara yang
diatur menurut undang-undang.

Berdasarkan pengertian dari penalanan sebagaimana
disebutkan‘dalam KUHAP, maka pada dasarnya masalah pena-
hanan merupakan saleh satu bentuk pelanggaran terhadap
hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperoleh kebebasan
bergerak. Oleh kareha itu penggunaan.upaya paksa penahan-
an harus memperhatikan ketentuan—ketehtuan yang diatur
di dalam undang-undang. Hal ini juga mengingat bahwa KU-
HAP sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak-hek asga-
si manusia. Bertolsk dari ketentuan pasal 1 butir 21 KU-
HAP, maka di:dalamnya ada 3 elemen penting yaitu:1) ter-
sangka/terdakwa yang dltempatkan 4l tempat tertentu;2)di-
lakukan-oleh penyidik;»pénuntut umum, hakim; 3) menurut
cara yang distur dalam KUHAP. Dengan demikian meka peng-
gunsan upéya paksa penahanan harusn sesual dengan prose-
dur dan memperhatikan dengan saksama mengenal syarat-sya-
ratnya, jangka waktunya dan hal-hal lain yang melingkupi-
nya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan dalam pe-

laksaannya terjadi suatu tindakan yang tidak sesuai atau
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Pembatasan'masaiéh.

Bertolak darl uralan tersebut di atas, maka akan
dibahas tentang cara-cafa melakukén penshanan, syarat-s
syarat penahanan, pejabat yang berwenang melakukan pena-.
hanan dan jangka waktu penahanan, Disemping itu juga di
bahas tentang kemungkinan-kemungkinen spa yang dapat tim-

bul berkeitan dengan hal-hal tersebut di'atas.

Pembahasan,
. Tentang Syarat~syarat penahansan,

Dl dalam KUHAP syarat-ayarat penahanan secars te~
gas diatur di délam pasal 21, Syarat penshanan meliputi
1. syarat obyektif, yaltu dasar penahanan yeng ditinjau

dari segli tindak pidananya, yaitu tindak pidana-tin-

dak pidana apa yang dapat dikenakan penashanan., Menu-

pasal 21 ayat (4) KUHAP, pénahanan hanys dapat dikena~-

¥an terhadap tersangka ataunterdakwa yang melakukan

tindak pidana dan atau percobaasn maupun pemberian ban-

tusn daiam tindak pidana, dalam hal :

a, .. tindek pidana itu diancem dengan pidana penjara
lima tahun atau lebih. |

b, tindak pidana sebagal dimaksud dalam dalam pasal
282 ayat (3), pasal 296, ps.335 ayat (1(, 351
ayat (1), 353 ayat (1), 372, 378,379a, 453, 454,
455,459, 480, dan 506 KUHP, Pasal 25 dan 26 Recht-
tenordonangie, pasal 1, pasal2 dan pasal 4 UU tin-
dak pidana Imigrasi, pasal 36 ayat (7), pasal 41,

pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 UU No.9 th 1976

tentang Narkotika.



2. Syarat subjgktif, yaitu dasar penahsanan yang ditinjau
dari segl periunya tersangka atau terdakwa ditaﬁaﬁ.
Didalam pasal 21 ayat (1) KUHAf ditentukan bashwa pe-
rintah penahanan atau penahanan lanjutan dilskukan
terhadap seorang tersangka atau terdakwa yag diduga
keras melakukan tindak pidana befdasar bukti yang cu-
kup, dalam adanys keadaan yang menimbulkan kekhawatir-
an tersangka atau terdakwa akan:

- melarikan diri;-
- merusak atau menghilangkan barang bukti;

- mengulangl tindak pidana.

Pejabat yang berwenang melakukan penshanan. ..

Penggunaan upaya pasksa penahanan tidak -dapat dila-
kukan oleh semua pejabat penegak hukum, skan tetapi hanya
pejebat-pejabat terteqﬁu yang memenuhl syarat-syarat ter-
tentu yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Ménurut
ketentuan pasal 20 KUHAP pejabat-pejabat yang diberi we-
wenang untuli-melskukan penahanan yaitu:

1. untuk kepentingsan penyidikan, penyidik atau pe-
nyldik pembantu atas perintah penyldik sebagai-
mana dimaksdu dalam pasel 11 berwenang melaku-
kan pensahanan, |

2. untuk kepentingan penuntutén, penuntut umum ber-
wenang melakukan penshanan atau penahanan lan-
Jutan;

3, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang
pengadilan dengan penetapannyas berwenang mela-

kukan penahanan,



Berdasarkan ketentuan pasal 20 KUHAP tersebut, ma-
ka pejabat yang berwenang melakukan penshanan adalah ha-
nya penyldik, penyldik pembantu atas perintah penyidik,
penuntut umum dan hakim., Sedangkan penahanan juga hénya
dapat dilakukan guna kepentingan penyldikan atau penyldi-
kan lgnjutan, penuntuten, dan pemer}ksaan di sidang peng-
adilan,

Di dalam KUHAP ditegaskan bahwa pelaksanaan pena-
hanan harus dilakukan dengan surat perintah penshanan,
dan tmbusannya harus diberikan kepada keluarganya. Hal
ini penting antara lain guna kepentingan dari tersangka
atau terdakwa untuk melakukan pembelaan afau setidak«ti~
daknya tersangka atau terdakwa mengetahul mengapa ia di-
tahan dan bagl keluarganye juga demikian,

Jenis~Jenis Penahanan

Di delem KUHAP ditentukan tentang jasenis-jenis pe-
nahanan yang dpat dikenakan kepads tersangka atau terdakwa,
Menurut pasal 22 KUHAP ada 3 jenis penahanen yang diatur
yaitu : 1. penahanan rumah tahanan negara;

2. penahanan rumah;
3. penahanan kota,

Pelaksanaam penszhan rumsh yaitu di rumah tempat
tinggal atau rumah kediaman tereangkalatau terdakwa, Se-
dang penagahan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal
atau tempat kediaman tersangkas atau terdakwa, déngan ke~
wajiban bagi tersangks/terdakwa melapor diri pada waktu
yang ditentukan, Waktu selama tersangks/terdskwa menja-

lani tahenan sementara skan dikurangkan terhadap lasmanysa

hukuman yang di jatuhkan. Untuk penahenan di RUTAN akan



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan., Untuk
penshanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya
waktu penahanan, dan untuk penahahan kota akan dikurang-

kan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan,

Jangka waktu penahanan;

Jangka waktu lsmanya penahsnan ditentukan secara
tegas di dakem XUHAP. Pelanggaran terhadap ketentuan ini
akan membawa resiko basgl pejabat yéng melakukannya, anta-
ra lain digugat melalui praperadilan,

Sesual dengan tingkat pemeriksasnnya, maka jangka
waktu lamanya penahanan adalah gebagal berikut:

1, Untuk kepentingan penyidikan.
Menurut pasal 24 KUHAP maka perintah penahanan yang
diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dslam
pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari, Jangka
waktu tersebut apabila diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selessi, dapat diperpanjang
oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setelsah
waktu 60 hari penyidik harus sudah mengeluarksn ter-
sangka dari tshanan demi hukum, sekalipun pemerikaa-
an yang dilakukan belum selesai.
2. Untuk kepentingan penuntutan, .
Di dalam pasal 25 KUHAP ditentukan bahws perintesh pe-
nahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya ber-
laku paling lama 20 hari, Namun jangka waktu ini dapat
diperpanjang oleh Ketua Pengadlilan Negeri yang berwe-
nang untuk paling lama 30 hari apabilsa diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesal., Setelah

waktu 50 hari terdakwa harus dikeluarkaﬁ demi hukum,



3. Untuk kepentingan pemérksaan dai P.N,

Menurut pasal 26 KUHAP hakim pengadilan negeri yang
mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan ber-
wenang mengeluarkan surat perintsh penahanan untuk‘
paling lama 30 hari, Jangka waktu tersebut apabila di-
perlukan guna kepentingsn pemerikssaan yang belum se-
lesai dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan negeri
yang bersangkuian untuk paling lama 60 hari, Setelah
waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hu
kum, |

4, Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.
Hakim pengadilan tinggl yang mengadili perkara di ting~
kat banding berwenang pengeluarkan surat perintah pe-
nahanan untuk paling lama 30 hari, Apabila diperlukan
guna kepentingsn pemeriksaan yang belum selesal, Jjang-
ka waktu penashanan dapat diperpanjang untuk paling lsa-
ma 60 hari oleh Ketua pengadilan Tinggi. Setelah wak-
tu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus,
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi h
hulum,

5. Untuk kepentingan pemeriksaan di Mahkamah Agung.
Menurut pasal 28 Hakim Mahkamah Agung yang mengadili
perkars di tingkat kasasl, guns kepentingan pemeriksaan
berwenang mengeluarkan surat perintsh penahanan untuk
paling lama 50 hari.Jangka waktu inl dapat diperpanjang
untuk paling lama 60 hari, Setelah waktu 110 hari tew-

dakwa hsrus sudah dikeluarkasn dari tahanan demi hukum,



Jangka waktu penahanan pada semua tingkat pemerik-
saen tersebut di atas dapat diperpanjang masinggmasing
untuk paling lama 30 hari dan dalam hal masih diperlukan:

dapat diperpanjang legli untuk paling lama 30 hari berda-
sar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karenasa:

8., tersangka atau terdakwa menderita gangguan fi-

8ik atau médntal yang bérat, yang dibuktikan de-
ngan surat dokter; ;

b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pi-

dana ﬁenjara sembilan tahun atau lebih,

Di dalam pasal 29 ayat (3) ditegaskan bahwa perpan-
jangan tersebut atas dasar permintasn dan laporan pemerik-
saan dalam tingkat:

a., penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua

pengadilan negeri; |

by pemeriksaan di pengadilsn negeri diberiksn oleh

ketua pengadilan tinggi;

¢, .pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agungs

d. pemeriksaan kasagi diberikan oleh Ketua Mahka~

mah Agung.

Terhadap perpanjangan tersebut di atas, tersaﬁgka
atau terdakwa dapat mengajukan keberatan. Dalam tingkat
penyidikan dan penuntutan kepada Ketua pengsdilan tinggi.
Dalam pemeriksaan'pengddilan negeri den pengadilan ting-
gl kepada Ketuna.Mahkamah Agung. Terhadap penshanan yang
tidak sah, tersangka astau terdakwa berhak minta ganti ke-

rugian, Sementara itu tersangka atau terdakwa juga dapat

minta penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan ini
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dapat dilakukan dengan ataujfanpa }aminan orang berdasar

kan syarat yang ditentukan, Penagguhan penshanan ini da-

pat dicabut sewaktu-waktu oleh pejabat yang berwen@ng sed
sual tingkat pemeriksaan dalam hal tersangka atau ﬁerdak~
wa melanggar syasrat yang ditemtukan,

Permaaalahén yang mungkin timbul,

1. Berkaltan dengan syarat penahansn,

Permasalsahan yang mungkin timbul dari syarat pena-
hanan adalah digunakannya alasan atau syarat subyektif
untuk melakukan penahanan, dimana dalam hal ini sepenuh-
nya tergantung pada pejabat yang melakukan penahanan. Hal
ini merupakan suatu potensial untuk terjadinya penyimpang-
an atau pelanggaran dalam melaksanakan penahanan, s?hing—
ga sangat merugikan hak asasi tersangka atau terdakwa.
Hal semacam ini seriﬁg terjadi dimasa kita masih menggu-
nakan HIR, Berdasarkan KUHAP syarat subyektif penahanan
adalah bersifat fakultatif, dan-tidak:harusudipernuhl se-
muanya. Sedangkan yang harus dipenuhl adalah syarat obyek-
tif dan bersifat mutlak, Sekalipun suatu alasan sub?ektif
telah dipenuhi, namun jika syarat obyektifnya tidak?dipe—
nuhi maka penshanan tidak dapat dilakukan. |

Sesual dengan asas yang dianut di dalam KUHAﬁ, ma-
ka penggunaan upaya paksa penahanan yang tidak didagarkan
peds syarat obyektif teﬁapi hanye pada syarat subyektﬂf
saja, maka pejabat tersebut dapat dikenakan tindakaﬁ hu-
kum dengan menggunakan pasal 333 dan %34 KUHP. |
2. Berkaitan dengan cara penahsanan.

Menurut KUHAP setiap tindakan penahanan harus ada



surat perintah penehanan. Namun demikian masih adae ke -
mungkinan penylmpangan, misalnydfpada isl surat peﬁ@ﬂtah

tersebut tentang tempat penahansn, Masalash tempat penaha-

nan seringkall disalahgunskan oleh oknum-cknum yang tidak
bertanggung jawab untuk memeras tersangks atau terd%kwa,
atau keluarganya., Sebagaimans diketahui, di dalam AUHAP
diatur tentang jenis penahanan yaitu penahanan di ﬁUTAN,
penahan rumah, dan penshanan kota.:Apakah georang terdak~
ﬁa akan dikenaksn tahanan RUTAN atau tahanan rumash atau
tahanan kota, adalsh sangat tergantung dari kemauan:pb—
jabat yang memeriksanya. ' |
3. Berkaitan déngan Jangka waktu penahanan,
Di dalam KUHAP jangke waktu penahanan sudah biten-
tukan secara tegas dan waktu ysng terbatas, dimana fjika

guatu jangka waktu yang ditentukan sudah terpenuhi, maka

demi hukum terdekwa harus dikeluarkan, Berkaitan deﬁgan
hal ini maka ada kemungkinan bahwa terdakwa yang sudah
dikeluarkan dari tahanan tersebut akan melarikan di%i,
sehingga pada akhirnya tidak depat dlhedapkan - ke s#dang
pengédilan. Akibst lain yeitu masyarakat skan meras% re-
sah, oleh karena perbuatan yang pernah dilekukan oleh’

terdakwa dianggap sangat sadis atau kejam, sedengkean ter-

dakwa berkeliaran di luar tahanan, Sehubungan dengan

hal ini maka parg pejabat pemeriksa harus benarnbenar
memperhatikan tenggang waktu yang sudah ditentuksan éehing-
ga dapat dihindarkan keadasan seperti tersebut di etas.
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4, Berkaitan dengan uang jaminan dalam penangguhan pena—
hanan,

Sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) UHAP,
maka kepada tersangka atsu terdakwa yang dikenai p naha-
nan dapat ditangguhkan penahanannya dengan membaya uang
jaminan, Namun,besarnya uang jeminan tidek diatur 4i da-
lam KUHAP, akan tetapl dapat diadaken tawar menawan menge-
nal berapa besarnya uang jaminan tersebut, Dalam hal ini
maka posisi dari terdakwa cenderung lebih lemah, dalam
arti yang lebih menentukan adalah plhak pejsbat yang akan

memberikan penangguhan penahanan,

Kesimpulan,

Di dalam KUHAP sudsh distur tentang cara-car pe-
lakukan penahan, sysrat-syarat, pejabat yang berwen ng,
dan jangka waktu penahsnan. Nsmum demikian ternyata d@-
lam preaktik beberapa ketentuan yang ade masih menim uﬁkan
permasalahan, dimana permasalahan tersebut leblh banyak

menimbulkan kerugian bagl tersengkes atau terdskwa dan

keluarganya.



Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidsna, Badan Penerbit Umi-
versitas Diponegoro, Semarang, 1991,

., Departemen Kehakiman Républik Indonesia, Pedoman Pelakéa-

naan Kitab Undang-Undan Hukum Acara Pidana, ya-
yasan Pengayoman, 1 R



